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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah pada hakikatnya merupakan upaya sistematis dan

terencana oleh masing-masing stakeholder daerah untuk mengubah keadaan

menjadi lebih baik dengan memanfaatkan berbagai potensi sumber daya yang

tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan akhir adalah

untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Untuk tujuan tersebut, maka diperlukan perencanaan pembangunan untuk

menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan berkelanjutan.

Perencanaan pembangunan merupakan suatu bentuk kebijakan publik

berupa konsep dan dokumentasi yang menggambarkan berbagai upaya terkait

pencapaian tujuan melalui pengalokasian sumber daya yang dimiliki. Selain itu,

perencanaan pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan

konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan,

sehingga penyusunannya harus dilakukan secara terpadu, terukur, dan dapat

dilaksanakan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, sesuai dengan amanat

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, maka pemerintah daerah berkewajiban menyusun

perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem

perencanaan pembangunan nasional.

Di samping itu, keberhasilan perencanaan pembangunan daerah tidak

terlepas dari pengendalian dan evaluasi yang dilaksanakan mengingat

pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dapat memberikan

informasi penting untuk membantu pemangku kepentingan maupun pengambil

kebijakan pembangunan dalam memahami, memperbaiki dan menentukan

tindaklanjut yang tepat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
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Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah dan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah, pelaksanaan evaluasi dilakukan pada setiap

dokumen perencanaan pembangunan daerah termasuk di antaranya adalah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 201 menyatakan

bahwa evaluasi hasil RPJMD pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan paling

sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Adapun tujuan dari evaluasi RPJMD

dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan

jangka menengah daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan

jangka panjang daerah dan pembangunan jangka menengah provinsi dan nasional.

Selain itu, penilaian tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi antara rencana

program prioritas dan kebutuhan pendanaan dalam RPJMD dengan capaian

rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, Pemerintah Kota

Medan telah melakukan evaluasi terhadap pencapaian target kinerja RPJMD Kota

Medan Tahun 2021-2026. Dari hasil evaluasi tersebut menunjukkan adanya

ketidakkonsistenan dan ketidaktercapaian antara program Perangkat Daerah dalam

RPJMD dengan capaian program dan kegiatan perangkat daerah dalam RKPD

serta adanya ketidaksesuaian dengan keadaan maupun adanya perubahan

kebijakan nasional. Hasil evaluasi tersebut memberikan rekomendasi untuk

melakukan perubahan RPJMD dalam rangka penyesuaian terhadap kebijakan

yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Kebijakan untuk melakukan Perubahan RPJMD diambil oleh Pemerintah

Kota Medan setelah memenuhi syarat untuk dilakukan Perubahan RPJMD

sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014, yang menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil

pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau

penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Berdasarkan kondisi tersebut, Pemerintah Kota Medan melakukan

perubahan RPJMD sesuai dengan Pasal 264 ayat 5 Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa RPJMD dapat
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diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan

perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh

Pemerintah Pusat. Selain itu, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 86 tahun 2017 Pasal 342 yang menyatakan bahwa Perubahan

RPJMD dapat dilakukan apabila:

1. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak

sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan

Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun

2017;

2. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang

dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Menteri Dalam Negeri

Nomor 86 Tahun 2017; dan

3. Terjadi perubahan yang mendasar. Perubahan yang mendasar mencakup

terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial

budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan

nasional.

Di samping itu, alasan lain yang mendasari perubahan RPJMD Kota

Medan Tahun 2021-2026 adalah terbitnya beberapa kebijakan nasional berupa

peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi perencanaan pembangunan

daerah setelah RPJMD Kota Medan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota

Medan Nomor 7 Tahun 2021. Adapun kebijakan nasional yang dimaksud adalah

berupa peraturan perundang-undangan yang ruang lingkupnya berkaitan dengan

hal-hal perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan

daerah. Peraturan yang berkaitan dengan perencanaan dan keuangan daerah serta

untuk mengakomodir kebijakan-kebijakan pemerintah pusat, di antaranya yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

tentang Cipta Kerja, diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang

berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan

usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan

percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan

kesejahteraan pekerja;

2. Instruksi Presiden nomor 9 tahun 67 tentang pengarusutamaan Gander dalam
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Pembangunan Nasional;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri no 67 tahun 2011 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman

umum pelaksanaan Pengarusutamaan Gander di Daerah;

4. Peraturan Wali Kota Medan nomor 56 tahun 2018 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gander dalam Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang

RPJMN Tahun 2020 – 2024, yang harus menyelaraskan dengan arah

kebijakan nasional dan fokus pembangunan nasional;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang

Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon;

8. Peraturan Presiden no 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkolosis;

9. Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan

Stunting;

10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang

Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Peraturan ini

mengatur tata cara dan sistematika penyusunan laporan kinerja

penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta indikator kinerja makro dan

indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan

Standar Pelayanan Minimal (SPM);

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023

tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun

2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2022-2042;
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15. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah berakibat adanya perubahan SOTK sehingga dilakukan

penyesuaian;

16. Peraturan Daerah Kota Medan nomor 6 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan

Perlindungan Anak;

17. Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

18. Hasil evaluasi midterm RPJMD Kota Medan Tahun 2021 – 2026 yang

memperlihatkan hasil-hasil capaian kinerja yang belum optimal dari beberapa

indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK).

Selain penerbitan beberapa kebijakan, hal yang mendasari perubahan

RPJMD melambatnya pertumbuhan ekonomi global dan munculnya Covid-19

yang berpengaruh terhadap ekonomi Kota Medan terutama sektor/lapangan usaha

yang terimbas kuat akibat pandemi Covid-19 seperti perdagangan, transportasi,

dan akomodasi sehingga mempengaruhi pencapaian target Indikator Kinerja

Daerah.

Adapun substansi dari Perubahan RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026

meliputi gambaran umum wilayah yang disesuaikan dengan kondisi terkini

sampai dengan tahun berjalan; kondisi keuangan dan kerangka pendanaan;

permasalahan daerah dan isu strategis; target indikator tujuan dan sasaran; strategi

dan arah kebijakan; program dan kegiatan serta sub kegiatan berdasarkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 beserta indikator

kinerjanya; dan IKU Pemerintah Daerah dan target kinerjanya, IKU Perangkat

Daerah dan target kinerjanya, serta indikator kinerja program. Dengan adanya

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun

2021-2026, diharapkan akan terwujud sinergi antar pelaku pembangunan, antar

ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan Kota dengan Provinsi dan Pusat,

serta diharapkan akan terbangun keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum Penyusunan Dokumen Perubahan RPJMD Kota Medan

Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:
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1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang

Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6856, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6841);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang

Kesehatan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara

Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5941);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6323);

14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang

Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

15. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi

Birokrasi Tahun 2010-2025;

16. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan

Tuberkulosis;

17. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan

Stunting;

18. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang

Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim;

19. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan
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Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 180);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang

Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan

dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan

Standar Pelayanan Minimal;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 tahun 2019 tentang Pedoman

Nomenklatur Unit Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem

Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-

2024;

30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
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tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun

2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan daerah;

31. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera

Utara Tahun 2005-2025;

32. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara tahun 2017-2037

(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2);

33. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun

2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi

Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera

Utara Tahun 2021 Nomor 6);

34. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana

Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024- 2026);

35. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Medan Tahun 2006-

2025 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 8);

36. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021-

2026 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2021 Nomor 7);

37. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

38. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah; dan

39. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3. HubunganAntar Dokumen

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah
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harus saling terintegrasi dan sinergi dengan perencanaan pembangunan nasional.

RPJMD Kota Medan 2021-2026 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah

lima tahunan dimana penyusunannya harus berpedoman pada RPJPD Kota Medan

2006-2025 sekaligus memperhatikan RPJM Nasional. Selanjutnya RPJMD

dijabarkan menjadi RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan dan mengacu

pada RKP serta sebagai pedoman Renstra OPD. Hubungan antar dokumen

perencanaan sebagaimana diuraikan di atas dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017

Gambar 1.1.
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJPD Kota

Medan Tahun 2006-2025 dan memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2020-2024,

RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025, serta RPJMD Provinsi

Sumatera Utara Tahun 2019-2023. Selain itu, sebagaimana pasal 12 ayat (2)

Permendagri 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa RPJMD juga berpedoman pada

RTRW sehingga RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2025 berpedoman pada

RTRW Kota Medan 2022-2042, RTRW Provinsi Sumatera Utara 2017-2037,

RTRW Nasional 2008-2028.

1.3.1. RPJMD Kota Medan dengan RPJPD Kota Medan

RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 adalah rencana pembangunan
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tahap keempat dari pelaksanaan RPJPD 2005-2025. Penyusunan RPJMD memuat

visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program Kepala

Daerah. Sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD Kota Medan

Tahun 2005-2025 dijabarkan dalam program pembangunan daerah sesuai dengan

arah kebijakan pembangunan daerah periode 5 (lima) tahun. Suatu program

pembangunan daerah harus menjabarkan dengan baik sasaran-sasaran pokok

sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dan tujuan dan sasaran dari visi dan misi

rencana pembangunan 5 (lima) tahun. Untuk itu, diperlukan identifikasi berbagai

permasalahan pembangunan daerah untuk menjabarkan pencapaian sasaran pokok

sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dan mencapai tujuan dan sasaran

RPJMD.

1.3.2. RPJMD Kota Medan dengan Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017,

Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta

berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. RPJMD Kota Medan Tahun

2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dalam

waktu 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis

RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam

menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan

bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang

disusun oleh setiap Perangkat Daerah dan dikoordinasikan oleh Badan

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.

Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program dalam Renstra

Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran

program yang ditetapkan dalam RPJMD, sedangkan visi dan misi Perangkat

Daerah mengacu pada visi dan misi kota.

1.3.3. RPJMD Kota Medan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD)

Pelaksanaan RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 setiap tahunnya akan

dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai suatu

dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kota Medan yang memuat prioritas
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program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rancangan RKPD

merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang) Daerah Kota Medan yang dilaksanakan secara berjenjang mulai

dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Kota.

Prioritas dan sasaran pembangunan pada RKPD harus berpedoman pada

RPJMD Kota Medan, RPJMD Provinsi Sumatera Utara, serta RPJM Nasional.

Harus berpedoman pada RPJMD mengandung makna bahwa prioritas dan sasaran

pembangunan tahunan daerah harus selaras dan sejalan dengan program

pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD. Selain itu, rencana program

serta kegiatan prioritas tahunan daerah juga harus selaras serta sejalan dengan

indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD.

Prioritas Pembangunan Daerah yaitu tema atau agenda pembangunan

pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah/tonggak capaian antara

(milestones) menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melalui rencana

program pembangunan daerah tahunan.

1.3.4. RPJMD Kota Medan dengan KLHS RPJMD

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan

dan Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJMD, bahwa Kajian Lingkungan

Hidup Strategis harus menjadi muatan dalam penyusunan RPJMD. Hal ini

merupakan salah satu instrumen yang mengintegrasikan pertimbangan lingkungan

pada tingkatan pengambilan keputusan yang bersifat strategis, yakni pada arah

kebijakan, rencana dan program pembangunan. KLHS bertujuan untuk

memastikan bahwa aspek pembangunan berkelanjutan telah terintegrasi dalam

kebijakan, rencana, dan program dalam RPJMD. Dokumen ini disusun selaras

dengan Evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Medan.

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 ini disusun sebagai pedoman

dalam perencanaan pembangunan daerah dan melibatkan seluruh stakeholder

mewujudkan visi dan misi serta program pembangunan yang akan dilaksanakan

sehingga dapat bersinergi dan berkolaborasi oleh seluruh pelaku pembangunan
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secara holistik, tematik, integratif, dan spasial.

1.4.2. Tujuan

RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 ini disusun dengan tujuan :

1. RPJMD sebagai implementasi janji politis walikota yang telah disampaikan

kepada mayarakat Kota Medan pada Kampanye Pemilihan Kepala Daerah

yang diselenggarakan serentak Tahun 2020.

2. RPJMD Kota Medan sebagai pedoman atau acuan dalam menetapkan Tujuan

dan Sasaran kebijakan dan strategi pembangunan 5 (lima) tahun sesuai visi dan

misi Kepala Daerah dalammewujudkan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan.

3. RPJMD kota Medan Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam

penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah di lingkup

Pemerintah Kota Medan, Renstra adalah dokumen indikatif yang memuat

tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka

pelaksanaan Urusan Pemerintahan sesuai dengan Tugas dan Fungsi setiap

perangkat Daerah. Renstra perangkat Daerah di lingkup pemerintahan Kota

Medan harus konsisten dan sinergis dengan Dokumen RPJMD Kota Medan

Tahun 2021-2026. Renstra yang mengatur Perencanaan Pembangunan Lima

Tahunan Perangkat Daerah akan menjadi pedoman dalam penyusunan

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja).

4. RPJMD Kota Medan tahun 2021-2026 merupakan perencanaan pembangunan

lima tahunan Pemerintah kota Medan yang akan dijabarkan menjadi rencana

pembangunan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota

Medan, selanjutnya RKPD akan menjadi pedoman dalam penyusunan

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

5. RPJMD Kota Medan sebagai alat untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat

pencapaian kinerja kepala Daerah selama periode 2021-2026.

1.5. Sistematika Penulisan

RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika

penulisan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun

2017 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
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Bagian ini memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar

dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bagian ini memuat gambaran umum Kota Medan meliputi aspek geografi dan

demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian ini memuat capaian kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan

keuangan masa lalu dan kerangka pendanaan keuangan daerah

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU- ISU STRATEGIS DAERAH

Bagian ini menjelaskan berbagai permasalahan dan isu-isu strategis dalam proses

pembangunan di Kota Medan

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan visi dan misi Pemerintah Daerah Kota Medan untuk kurun

waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang disertai dengan tujuan dan sasarannya.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM

PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat dan menjelaskan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota

Medan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu juga diuraikan

mengenai program pembangunan daerah Kota Medan dalam jangka menengah.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM

PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan mengenai program prioritas dalam pencapaian visi dan misi

serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta

indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab

berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Dalam Bab ini diuraikan penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk

memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala
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daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama

(IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang

ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa

jabatan

BAB X PENUTUP
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BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Pemberian otonomi yang nyata dan luas kepada daerah dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk mendorong lebih

terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan daerah

dalam menyejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik

maupun melalui peningkatan daya saing daerah sesuai dengan potensi, kekhasan

dan unggulan daerah yang dikelola secara demokratis, transparan dan akuntabel.

Untuk mencapai tujuan tersebut, tidak terlepas dari pengaruh kondisi daerah.

2.1. Aspek Geografis dan Demografis

2.1.1. Geografi

1. Wilayah Administrasi

Kota Medan merupakan ibukota Provinsi Sumatera Utara dengan luas

28,199.47 hektar (281,99 km²) atau 0,39% dari keseluruhan wilayah

Sumatera Utara yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) Kecamatan dengan 151

(seratus lima puluh satu) kelurahan yang terbagi dalam 2001 (dua ribu satu)

lingkungan (BPS, 2023). Secara administratif, wilayah Kota Medan hampir

keseluruhan wilayahnya berbatasan dengan daerah Kabupaten Deli Serdang,

yaitu sebelah Barat, Timur dan Selatan. Sepanjang wilayah utaranya

berbatasan langsung dengan Selat Malaka, yang merupakan salah satu jalur

lalu lintas laut terpadat di dunia. Batas-batas wilayah administratif Kota

Medan adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Selat Malaka

- Sebelah Selatan : Kecamatan Deli Tua dan Pancur Batu, Kabupaten

Deli Serdang

- Sebelah Barat : Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang

- Sebelah Timur : Kecamatan Percut, Kabupaten Deli Serdang

Kota Medan yang terletak pada posisi 3°30’ - 3°43’ Lintang Utara dan

98°35’- 98°44’ Bujur Timur secara administratif, berbatasan dengan

Kabupaten Deli Serdang pada bagian selatan, timur dan barat. Sementara

bagian utara berbatasan dengan Selat Malaka. Posisi ini dapat dikatakan
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strategis mengingat Selat Malaka merupakan salah satu jalur lalu lintas laut

terpadat di dunia dan Kota Medan dapat menjadi gerbang kegiatan

perdagangan barang dan jasa, baik perdagangan domestik maupun luar negeri.

Keberadaan Kota Medan juga cukup strategis karena berdekatan dan

mempunyai aksesibilitas transportasi yang baik dengan kota – kota besar

dalam di luar negeri seperti Malaysia, Singapura dan Thailand. Selain itu,

Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu daerah yang kaya dengan

Sumber Daya Alam (SDA). Potensi ini menjadikan Kota Medan dapat

mengoptimalkan fungsinya sebagai pusat distribusi ekonomi baik dalam skala

regional maupun nasional.

Tabel 2.1.
Luas Wilayah, Jumlah Keluarahan, dan Lingkungan

No Kecamatan Luas (Ha) Persentase Kelurahan Lingkungan

1 Medan Tuntungan 2,515.90 8.92 9 75
2 Medan Johor 1,672.81 5.93 6 81
3 Medan Amplas 1,065.05 3.78 7 77
4 Medan Denai 936.53 3.32 6 82
5 Medan Area 424.09 1.50 12 172
6 Medan Kota 574.70 2.04 12 146
7 Medan Maimun 302.08 1.07 6 66
8 Medan Polonia 877.18 3.11 5 46
9 Medan Baru 542.89 1.93 6 64
10 Medan Selayang 1,644.75 5.83 6 63
11 Medan Sunggal 1,326.38 4.70 6 88
12 Medan Helvetia 1,305.49 4.63 7 88
13 Medan Petisah 528.02 1.87 7 69
14 Medan Barat 633.50 2.25 6 98
15 Medan Timur 889.41 3.15 11 128
16 Medan Perjuangan 453.66 1.61 9 128
17 Medan Tembung 785.21 2.78 7 95
18 Medan Deli 1,883.11 6.68 6 105
19 Medan Labuhan 3,508.71 12.44 6 99
20 Medan Marelan 3,003.01 10.65 5 88
21 Medan Belawan 3,326.99 11.80 6 143

Jumlah 28,199.47 100.00 151 2.001
Sumber : Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2022 tentang RTRW Kota Medan Tahun 2022-2042

Dari Tabel tersebut dapat terlihat bahwasanya untuk kecamatan – kecamatan

yang berada di bagian utara wilayah Kota Medan seperti Kecamatan Medan

Labuhan, Medan Belawan, Medan Marelan, dan Medan Deli merupakan

wilayah kecamatan terluas. Hal ini tentunya perlu menjadi pertimbangan bagi

potensi pengembangan wilayah Kota Medan pada masa yang akan datang
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untuk mewujudkan pembangunan kawasan perkotaan yang merata secara

berimbang. Hal ini mengingat pada wilayah-wilayah tersebut masih punya

alokasi lahan yang cukup memadai, namun harus disertai dengan penyediaan

infrastruktur perkotaan dan kawasan permukiman yang memadai.

Sumber : Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan
2022-2042
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Gambar 2.1.
Wilayah Administrasi Kota Medan

2. Kondisi Topografi dan Guna Lahan

Kondisi topografi Kota Medan sebagian besar merupakan dataran rendah atau

landai dengan ketinggian 0 - 92 meter di atas permukaan laut dengan

kemiringan tanah antara 0 - 2 %. Fisiografi Kota Medan menunjukkan bentuk

permukaan lahan datar yang membentang dari Utara ke Selatan, berdasarkan

fisiografi wilayah Kota Medan tersebut mempunyai topografi datar sehingga

memiliki tingkat kestabilan lereng yang sangat tinggi. Kondisi ini sebetulnya

memudahkan bagi pengembangan kawasan perkotaan karena mempunyai

kontur yang relatif baik untuk peningkatan dan perluasan penyediaan

infrastruktur kawasan perkotaan dan kawasan permukiman.Wilayah Kota

Medan yang paling tinggi berada pada Kecamatan Medan Tuntungan dan

Kecamatan Medan Johor dengan elevasi 70-92 mdpl. Sedangkan wilayah yang

paling rendah berada pada Kecamatan Medan Belawan, Kecamatan Medan

Labuhan dan Kecamatan Medan Marelan yang merupakan daerah yang dekat

dengan Selat Malaka sebagai muara dari dua sungai besar, yaitu Sei Deli dan

Sei Belawan. Wilayah dengan topografi datar dengan tingkat kestabilan

lereng yang sangat tinggi memiliki potensi pengembangan wilayah yang

sangat tinggi, namun sebagai faktor pembatas lingkungan pada beberapa

kawasan cukup sulit untuk membuang air limpasan hujan dengan cepat,

sehingga sering menjadi potensi langganan genangan/banjir.

Tabel 2.2.
Luas Wilayah, Jumlah Kelurahan dan Lingkungan

No Elevasi Luas (Ha) % Kondisi dan Potensi Lingkungan
1 0-5 Mdpl 9.606,67 34,07

Elevasi < 500 mdpl
mengindikasikan wilayah tersebut
memiliki potensi kemampuan lahan
untuk dikembangkan yang tinggi
dengan faktor penghambat
hidrologis permukaan pada
kerentanan terhadap wilayah rawan
banjir.

2 5-10 Mdpl 1.659,73 5,89
3 10-20 Mdpl 4.265,69 15,13
4 20-30 Mdpl 6.435,72 22,82
5 30-40 Mdpl 3.479,69 12,34
6 40-50 Mdpl 1.798,48 6,38
7 50-60 Mdpl 667,82 2,37
8 70-80 Mdpl 260,78 0,92
9 80-92 Mdpl 24,89 0,09

Total (Ha) 28.199,47 100,00
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Sumber: Analisis Interpolasi Spasial DEMNAS, 2017

Gambar 2.2.
Peta Topografi Kota Medan

Beberapa dekade terakhir perkembangan fisik wilayah Kota Medan ditandai



21

RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026

oleh semakin luasnya lahan terbangun. Perkembangan lahan terbangun

berlangsung dengan pesat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan

aktivitasnya. Kecenderungan tersebut mengindikasikan bahwasanya

ketersediaan lahan menjadi permasalahan yang penting bagi pembangunan

Kota Medan. Pembangunan fisik di Kota Medan terus mengalami

perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini ditandai oleh pembangunan

perumahan, gedung perkantoran, sarana ekonomi dan sosial serta

infrastruktur kota lainnya. Semua ini merupakan konsekuensi logis dari

semakin majunya pembangunan dan perekonomian di Kota Medan.

Pola penggunaan lahan di Kota Medan pada umumnya sebagian besar lahan

dimanfaatkan untuk penggunaan lahan pemukiman. Selain penggunaan

pemukiman, pola penggunaan lahan lainnya yang tinggi adalah pola

penggunaan lahan perdagangan dan jasa, perkantoran dan fasilitas umum

lainnya tersebar di seluruh wilayah Kota Medan, pola penggunaan lahan Kota

Medan meliputi kawasan terbangun sebesar 60,5% sedangkan kawasan non

terbangun sebesar 39,5% dengan luas kawasan non terbangun terbesar berada

pada wilayah utara Kota Medan.

Perubahan kondisi penggunaan lahan di Kota Medan sangat dinamis,

perkembangan kota yang cenderung mengarah ke bagian utara wilayah Kota

Medan. Untuk kawasan selatan wilayah Kota Medan juga harus dapat

mengendalikan perkembangan kota, mengingat di wilayah tersebut

merupakan daerah yang diharapkan menjadi daerah resapan wilayah Kota

Medan. Hal ini juga sedianya disertai dengan mendorong pemanfaatan lahan

di kawasan perkotaan dengan konsep bangunan vertikal.

Tabel 2.3.
Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan di Kota Medan

No. Jenis Penggunaan Lahan Luas (Ha) Persentase (%)

Kawasan Non Terbangun 11.146,81 39,5

1 Badan Air 1.309,36 4,6

2 Sawah 620,07 2,2

3 Semak Belukar 3.842,09 13,6

4 Taman 458,20 1,6

5 Tambak/Kolam 1.544,37 5,5
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No. Jenis Penggunaan Lahan Luas (Ha) Persentase (%)

6 Belukar Sempadan Danau 22,75 0,1

7 Belukar Sempadan Sungai 352,44 1,2

8 Hutan Kota 24,71 0,1

9 Ladang/Tegalan 1.462,84 5,2

10 Mangrove 1.349,53 4,8

11 Pemakaman 160,44 0,6

Kawasan Terbangun 17.052,67 60,5

1 Badan Jalan 547,77 1,9

2 Industri/Pergudangan 1.506,62 5,3

3 Perdagangan dan Jasa 1.830,23 6,5

4 Perkantoran 131,89 0,5

5 Perkebunan 420,58 1,5

6 Permukiman 11.599,01 41,1

7 Pertahanan dan Keamanan 227,75 0,8

8 Sarana Pelayanan Umum 788,81 2,8

Jumlah 28.199,47 100,0
Sumber: RTRW Kota Medan 2022-2042
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Gambar 2.3.
Peta Penggunaan Lahan Kota Medan Tahun 2022

3. Kondisi Geologi

Secara umum kondisi geologi kawasan Medan dan sekitarnya dapat

dikelompokkan dalam beberapa grup antara lain: 1) grup Aluvial; 2) grup
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Marin; 3) grup Volkan; dan 4) grup Tufa Masam beserta satuan lahan/unit

lahan sesuai dengan proses geomorfologinya susunan geologi dan keadaan

iklim dominan, seperti penjelasan di bawah ini:

a. Grup Aluvial

Grup Aluvial umumnya terbentuk dari endapan kasar dan halus yang

berumur Quarter (Qal dan Qh), yang umumnya berasal dari endapan

sungai, Grup Aluvial ini meliputi dataran banjir di sekitar jalur aliran

(sungai Ular, sungai Belawan dan sungai Deli), dan dataran Aluvial.

Dataran banjir umumnya berpenyebaran di sekitar aliran sungai besar di

dekat muara berbatasan dengan pantai. Dataran Aluvial merupakan

peralihan dari grup Marin, relatif datar airnya bersifat tawar sampai

payau dan bagian besar telah dimanfaatkan sebagai areal persawahan dan

perkebunan negara.

b. Grup Marin

Grup Marin ini menempati daerah di sepanjang pantai dengan lebar

bervariasi antara 1 sampai 20 km, yang memanjang arah Barat Daya

Timur Laut dalam wilayah Medan dan sekitarnya. Dataran ini terbentuk

sebagai akibat proses sedimentasi marin dan primarin (delta dan muara).

Seluruh proses sedimentasi terjadi pada lingkungan beragam (asin) dan

payau, sehingga tanah banyak mengandung garam terutama natrium,

terutama pada areal endapan baru (muda).

Areal ini umumnya mempunyai drainase terhambat dan sebagian besar

tanahnya belum matang (unripe) dan setengah matang (halfripe). Areal

yang berdekatan dengan pantai setempat ditemukan tanah sulfat masam

potensial yang menjadi pembatas untuk usaha pertanian perikanan.

Jenis vegetasi di daerah dekat pantai dan muara sungai yang terkena

pasang surut air laut umumnya ditumbuhi hutan bakau atau rumput rawa,

dengan jenis vegetasi Bakau (Rhizopra, sp), Api-api (Avicennia, sp),

Lenggede (Bruguruera parviflora). Areal ini sebagian besar telah

digunakan untuk pertambakan udang dengan pola semi intensif dan

intensif. Daerah yang jauh dari laut membentuk rawa yang umumnya

ditumbuhi vegetasi rumput setempat untuk pesawahan. Daerah pinggir
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pantai yang berada sepanjang pantai Percut ke arah Timur umumnya

dimanfaatkan untuk pemukiman dan objek wisata pantai.

c. Grup Volkan

Grup Volkan ini umumnya berasal dari volkan muda berumur kuarter

dari gunung Sibayak dan gunung Sinabung di sebelah Utara Berastagi,

dengan bahan utama berupa tufa masam dan intermedier. Hasil erupsi

kedua gunung tersebut mengisi bagian dataran sebelah Utara di sekitar

Medan dan Binjai, sedangkan bagian yang berlereng terisi bahan Tufa

Toba masam. Ketebalan abu volkan Sibayak dan Sinabung makin tebal

ke arah pusat erupsi (Brastagi) serta menipis ke daerah berbukit dan jauh

dari pusat erupsi (Medan/Binjai). Penyebaran grup Volkan ini

mendominasi kawasan Medan dan sekitarnya, meliputi kawasan Medan

dan Binjai memanjang ke arah Kabanjahe.

d. Grup Tufa Masam

Grup ini terbentuk dari aliran abu volkan hasil erupsi volkan Toba pada

masa tersier. Aliran abu masam (dasit dan liparit) ini membentuk

endapan sangat tebal dan kadang-kadang melebur (welded) terutama di

dekat Danau Toba. Di dataran rendah membentuk endapan volkan

masam yang sangat luas sebelum pada masa kuarter. Fisiografi ini

mempunyai penyebaran luas di sebelah Selatan Medan sampai Danau

Toba.
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Gambar 2.4.
Peta Geologi Kota Medan

e. Air Tanah

Pemanfaatan air tanah saat ini semakin meningkat dengan pesat terutama

wilayah perkotaan termasuk di Kota Medan. Sebagian warga Kota



27

RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026

Medan masih mengandalkan air tanah untuk kebutuhan sehari-hari. Air

tanah di Kota Medan umumnya diperoleh melalui sumur bor dengan

kedalaman bervariasi, tergantung pada kedalaman air tanah yang tersedia

di daerah tersebut. Pengambilan air tanah di Kota Medan terutama

digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, seperti mandi, mencuci, dan

memasak. Selain itu, air tanah juga digunakan untuk keperluan industri,

dan kegiatan perdagangan dan jasa.

Kondisi hidrogeologi Kota Medan, umumnya terbentuk dengan

komposisi batuan aluvium lepas pada hidrogeologi pada endapan lepas 2.

Batuan dan dan kelulusannya dibagi menjadi:

1) Lapisan tak terlipat dan miring lemah, terutama kerikil pasir dan

lempung, umumnya kelulusannya sedang sampai tinggi, struktur

geohidrologi lapisan ini terdiri dari:

a) Endapan volkanik muda, terutama terdiri dari lava andesit,

sampai basal, bahan pirolastika dan breksi aliran, umumnya

berkelulusan sedang sampai tinggi, terutama pada aliran lava

vesikuler.

b) Aliran lava andesit sampai dasit, umumnya kelulusan rendah

sampai sedang.

c) Endapan volkanik tua terdiri dari lava andesit dan bahan

piroklasika, umumnya kelulusannya rendah.

d) Batu pasir berlapis berselang seling dengan batu lumpur, batu

pasir berirama, batu pasir berselang seling dengan serpih dan

setempat konglomerat. Umumnya kelulusannya rendah sampai

sedang, kelulusan tinggi terdapat pada batu pasir kurang padu

dari formasi julu rayeu dan seureula.

2) Lapisan terlipat, terutama batu pasir kelulusan beragam tergantung

banyaknya rekahan, batu lumpur dan serpih, umumnya kelulusannya

sangat rendah, struktur geohidrologi lapisan ini terdiri dari:

a) Batu gamping colit dan terumbu dengan kelulusan beragam,

kelulusan tinggi terutama pada daerah sesar.

b) Dolomit, kelulusan beragan setempat, sedang pada daerah sesar.
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c) Batu gamping, setempat rijang, kelulusan beragam tergantung

pada banyaknya celahan.

d) Batuan beku terobosan bersifat asam sampai menengah,

terutama granit, mikrodiorit, dan granodiorite. Umumnya

kelulusannya sangat rendah, rendah sampai sedang, pada daerah

lapukan dan rekahan.

e) Batuan ubahan terdiri bermacam batu tanduk, sekis genes, serta

pualam. Umumnya kelulusannya sangar rendah, sedang hingga

tinggi pada pualam dengan celahan mencolok.

Sumber: Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan (PATDGTL), Tahun 2016 - IGT KSP,
2018

Gambar 2.5.
Distribusi Hidrogeologi Litologi Aquifer di Kota Medan

Keterdapatan air tanah dan produktivitasnya dapat dibedakan menjadi

akifer dengan aliran melalui ruang antar butir dan akuifer dengan aliran

melalui rekahan dan ruang antar butir, seperti yang terlihat pada gambar

dibawah, keterdapatan air tanah dapat dibagi menjadi 3 kategori sebagai

berikut:

1) Akuifer dengan produktivitas tinggi dan penyebaran luas dengan
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kelulusan sedang sampai tinggi, muka air tanah tinggi diatas atau

dekat dengan muka tanah, pada daerah ini debit sumur umumnya

lebih dari 10 lt/dtk.

2) Akuifer produktif dengan penyebaran luas dengan kelulusan sedang

pada muka air tanah tinggi atau dekat dengan muka air tanah, debit

sumur umumnya 5 -10 lt/dtk.

3) Akuifer produktivitas sedang dengan penyebaran luas dengan

kelulusan sedang muka air tanah di atas debit sumur umumnya

kurang dari 5 lt/dtk.

Sumber: Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan (PATDGTL), Tahun 2016 - IGT KSP,
2018

Gambar 2.6.
Distribusi Hidrogeologi Produktivitas Aquifer di Kota Medan



30

RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026

Gambar 2.7.
Peta Hidrogeologi Kota Medan

4. Kondisi Hidrologi dan Klimatologi

Sungai-sungai yang membentang di Kota Medan memiliki pengaruh yang

cukup besar pada perkembangan Kota Medan. Sungai-sungai ini digunakan
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sebagai sumber air untuk masyarakat yang menduduki daerah sekitar sungai,

untuk mengatasi banjir serta tempat pembuangan air hujan. Kota Medan

secara hidrologi dipengaruhi dan dilalui oleh beberapa sungai besar dan anak

sungai seperti Sungai Percut, Sungai Deli, Sungai Babura, Sei Belawan dan

sungai-sungai lainnya.

Wilayah Kota Medan dilalui oleh 4 (empat) sungai besar, yaitu: Sungai

Batang Kuis, Sei Belawan, Sei Deli dan Sei Percut. Sungai-sungai ini

digunakan sebagai sumber air untuk masyarakat yang menduduki daerah

sekitar sungai, untuk mengatasi banjir serta tempat pembuangan air hujan

bagi sistem drainase perkotaan. Wilayah Kota Medan sendiri berada dalam

sistem Wilayah Sungai (WS) Strategis Belawan – Ular – Padang dengan luas

Daerah Aliran Sungai (DAS) terbesar yang ada di Kota Medan yaitu DAS

Deli sebesar 31,14% dan DAS Percut sebesar 20,48%.

Tabel 2.4.Persentase Kota Medan dalam DAS

No. DAS Luas Total
DAS (Ha)

Luas Administrasi
Kota Medan dalam

DAS (Ha)

Persentase Kota Medan
dalam DAS (%)

1. DAS Deli 37.803,35 11.772,70 31,14%

2. DAS Belawan 74.763,45 8.434,06 11,28%

3. DAS Percut 37.280,07 7.634,77 20,48%
4 DAS Batang Kuis 14.196,87 357,94 2,52%

Total 164.043,75 28.199,47 17,19%
Sumber: BPDAS Wampu – Sei Ular

Kota Medan mempunyai iklim tropis dengan suhu minimum menurut Stasiun

BMKG Wilayah I Medan suhu minimumnya yaitu 17,9°C dan suhu

maksimum yaitu 37°C pada tahun 2022. Pada tahun 2022 kondisi suhu rata-

rata udara Kota Medan cenderung mengalami peningkatan yang disebabkan

oleh peningkatan sumber polutan dan dampak dari perubahan iklim serta

pemanasan global (global warming). Kelembaban udara di wilayah Kota

Medan rata-rata 83%, dan kecepatan angin rata-rata sebesar 3,1 m/sec. Rata-

rata hari hujan di Kota Medan pada tahun 2022 per bulan adalah 19 hari

dengan rata-rata curah hujan menurut Stasiun BMKG Wilayah I Medan per

bulannya 291,23 mm. Tingkat curah hujan yang relatif tinggi saat ini

ditambah seringnya terjadi cuaca ekstrem menyebabkan cukup potensial
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berdampak besar terhadap kondisi Kota Medan disebabkan sungai-sungai

yang ada di Kota Medan belum sepenuhnya ditingkatkan fungsinya melalui

normalisasi sungai. Hal inilah yang secara alamiah memunculkan banjir/

genangan air, termasuk banjir rob akibat pasang surut air laut antara lain di

Kecamatan Medan Belawan dan Kecamatan Medan Labuhan. Sebagai upaya

adaptasi dan mitigasi terhadap hal ini perlu dilakukan pembangunan sistem

drainase perkotaan yang berwawasan lingkungan.
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Gambar 2.8.
Peta DAS Kota Medan

5. Kawasan Rawan Bencana

Secara geologis Kota Medan memiliki potensi kerawanan yang sangat rendah

terhadap bencana gempa tektonik dan vulkanik. Beberapa kawasan rawan
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bencana alam di Kota Medan yang teridentifikasi, sebagai berikut:

a. Daerah Rawan Kebakaran

Dari data luasan kebakaran yang terjadi di Kota Medan pada 2020,

kecamatan yang rawan kebakaran adalah Medan Marelan, Medan

Belawan, Medan Helvetia, Medan Baru dan Medan Tembung. Adapun

yang menjadi penyebab kebakaran di antaranya adalah listrik,

kompor/gas, rokok, lilin, dan lain-lain. Menurut catatan, kerugian akibat

kebakaran terbesar pada tahun 2020 mencapai Rp 101,556 milyar.

Sedangkan berdasarkan data jumlah kejadian jumlah kebakaran sejak

tahun 2019 terus mengalami penurunan sampai tahun 2021 dan

meningkat pada tahun 2022.

Sumber: Kota Medan Dalam Angka 2017-2023

Gambar 2.9.
Grafik Kejadian Kebakaran Kota Medan

Berdasarkan hasil kajian analisis yang disusun oleh BPBD didalam

Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Medan 2022-2027, hasil kajian

terhadap potensi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Medan

ternyata dari kawasan terdampak tidak ada nilai total potensi kerugian

bencana kebakaran hutan dan lahan di Kota Medan. Sedangkan untuk

potensi kerusakan lingkungan merupakan rekapitulasi potensi kerusakan

lingkungan dari kecamatan di Kota Medan terdampak bencana kebakaran

hutan dan lahan adalah 16,09 Ha dengan kelas kerusakan lingkungan

adalah Sedang. Kecamatan yang terdampak potensi kerugian lingkungan

bencana kebakaran hutan dan lahan tertinggi adalah Kecamatan Medan

Marelan dengan luas 11,40 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada

gambar berikut ini.
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Gambar 2.10.
Peta Bahaya Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kota Medan

b. Daerah Rawan Banjir

Daerah rawan banjir di Kota Medan berdasarkan atas kejadiannya

berturut-turut adalah Kecamatan Medan Maimun, Medan Labuhan,
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Medan Selayang, Medan Johor dan Medan Baru. Selanjutnya, yang

paling rentan terhadap banjir rob adalah Kecamatan Medan Belawan,

Medan Labuhan dan sebagian Kecamatan Medan Marelan. Permasalahan

banjir utama disebabkan meluapnya sungai utama yakni Sungai Belawan,

Sungai Badera, Sungai Deli, Sungai Babura, Sungai Sei Sikambing,

Sungai Selayang dan Sungai Sei Putih.

Tabel 2.5.
Kejadian Banjir Kota Medan

No Nama Sungai Waktu Kejadian Banjir Catatan

1 Sungai Belawan dan
Sungai Deli/Babura 14 Januari 2002

Beberapa rumah dibantaran sungai
hanyut, dan penduduk diungsikan.
Bandara Udara Polonia tidak
beroperasi selama 12 jam.

2 Sungai Belawan,
Sungai Deli/Babura 6 Januari 2011 Atap rumah di bantaran Sungai

Babura terendam

3 Sungai Deli/Babura 28 Oktober 2013 Ribuan rumah terendam, perkuliahan
di kampus USU terganggu.

4 Sungai Deli/Babura 25 November 2015 Lima Kecamatan tergenang, ratusan
warga mengungsi

5 Sungai Deli/Babura 16 September 2018 dan
18-19 Oktober 2018.

Banjir sungai disertai banjir
permukiman, banjir dimana-mana.

6 Sungai Belawan 25 Desember 2020
Banjir sungai disertai banjir
permukiman di daerah perbatasan
Deli Serdang dan Medan Tuntungan

Sumber : Dinas PU

Lokasi – lokasi rawan banjir pada umumnya berada pada lokasi

sepanjang sungai yang belum dinormalisasi dan daerah tersebut pada

kenyataan berada pada dataran banjir (flood plain). Hal ini juga

diperburuk dengan sistem drainase perkotaan yang belum memadai.

Kondisi topografi wilayah Kota Medan yakni dari arah Selatan ke arah

Utara (mengikuti arah aliran sungai) memiliki kemiringan lahan yang

cukup memadai untuk mengakomodasi sistim aliran gravitasi.

Berdasarkan informasi yang diterima dari Dinas Sumberdaya Air, Bina

Marga dan Bina Konstruksi, pada tahun 2022 Kota Medan memiliki

2.575 titik genangan. Sedangkan jumlah titik genangan yang telah di

tangani pada tahun 2022 adalah sebanyak 1.958 Titik genangan sehingga
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menyisakan 617 titik genangan lagi yang perlu ditangani.

Berdasarkan hasil kajian analisis yang disusun oleh BPBD didalam

Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Medan 2022-2027, hasil kajian

terhadap potensi Bencana banjir di Kota Medan total luas bahaya banjir

di Kota Medan secara keseluruhan adalah 573,46 Ha dan berada pada

kelas Tinggi. Luas bahaya banjir tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya,

yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 14,02 Ha, kelas sedang

seluas 356,15 Ha, sedangkan luas yang terdampak bahaya banjir pada

kelas tinggi

adalah seluas 203,29 Ha

Jika dilihat dari sebaran luas bahaya banjir per kecamatan di Kota Medan,

maka disimpulkan bahwa Kecamatan yang memiliki luas tertinggi

bahaya banjir pada kelas rendah adalah Kecamatan Medan Helvetia

dengan luas 1,72 Ha. Pada kelas sedang, luas tertinggi bahaya banjir

adalah Kecamatan Medan Johor dengan luas 50,55 Ha. Sedangkan luas

tertinggi untuk kelas tinggi adalah Kecamatan Medan Tuntungan dengan

luas 80,51 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.
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Gambar 2.11.
Peta Risiko Banjir Kota Medan

c. Bahaya Banjir Bandang

Banjir bandang adalah banjir besar yang terjadi secara tiba-tiba karena

meluapnya debit yang melebihi kapasitas aliran sungai oleh konsentrasi
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cepat hujan dengan intensitas tinggi serta sering membawa aliran debris

bersamanya atau runtuhnya bendungan alam, yang terbentuk dari

material longsoran gelincir pada area hulu sungai. Berdasarkan potensi

luas bahaya dan kelas bahaya bencana banjir bandang di Kota Medan

pada tiap-tiap kecamatan, kelas bahaya tersebut terdiri atas kelas rendah,

sedang, dan tinggi. Potensi luas bahaya banjir bandang di Kota Medan

adalah 376,87 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Luas bahaya banjir

bandang tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya

dengan kelas rendah seluas 69,47 Ha, kelas sedang seluas 181,63 Ha,

sedangkan daerah yang terdampak bahaya banjir bandang pada kelas

tinggi seluas 125,77 Ha.

Jika dilihat dari sebaran luas bahaya banjir bandang per kecamatan di

Kota Medan yang terdampak, maka disimpulkan bahwa Kecamatan yang

memiliki luas tertinggi bahaya banjir bandang pada kelas rendah adalah

Kecamatan Medan Deli dengan luas 13,89 Ha. Pada kelas sedang, luas

tertinggi bahaya banjir bandang adalah Kecamatan Medan Deli dengan

luas 24,35 Ha. Sedangkan luas tertinggi untuk kelas tinggi adalah

Kecamatan Medan Marelan dengan luas 15,16 Ha. Untuk lebih jelasnya

dapat dilihat pada gambar berikut ini
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Gambar 2.12.
Peta Risiko Banjir Bandang di Kota Medan

d. Rawan kejadian Angin Puting Beliung dan Bahaya Cuaca Ekstrim

Angin puting beliung merupakan fenomena cuaca yang berupa angin

kencang berputar-putar dengan kecepatan tinggi. Angin puting beliung
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sering kali terjadi dalam badai petir atau badai yang kuat. Biasanya,

angin puting beliung menyebabkan kerusakan yang cukup besar,

termasuk kerusakan pada bangunan, pepohonan, dan infrastruktur.

Angin puting beliung terbentuk ketika angin di daerah tertentu

mengalami perubahan arah dan kecepatan secara tiba-tiba. Ini bisa terjadi

karena adanya perbedaan suhu atau tekanan udara di area tersebut. Ketika

angin berputar-putar dengan kecepatan tinggi, ia membentuk kolom

udara yang berputar vertikal. Pada bagian bawah kolom ini, udara

menjadi sangat tidak stabil dan menyebabkan angin kencang yang

berputar.

Pada tahun 2022 jumlah kejadian angin puting beliung di Kota Medan

sebesar 17 kejadian, angka ini menurun sebanyak 5 kejadian. Angka

kejadian puting beliung tertinggi dalam kurun waktu 6 tahun terakhir

terjadi pada tahun 2020 yaitu sebanyak 30 kejadian. Sebagai upaya

mitigasi serta mengurangi risiko yang disebabkan oleh bencana angin

puting beliung pemerintah dapat melakukan : Membangun sistem

pemantauan cuaca yang efektif dan menerima peringatan dini tentang

adanya potensi angin puting beliung sangat penting, menghindari

membangun rumah di daerah rawan angin puting beliung atau

mempertimbangkan konstruksi berkekuatan tinggi di daerah dengan

risiko tinggi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Sumber: Kota Medan Dalam Angka 2017-2023
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Gambar 2.13.
Grafik Kejadian Angin Puting Beliung Kota Medan

Berdasarkan hasil kajian analisis yang disusun oleh BPBD didalam

Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Medan 2022-2027, hasil kajian

terhadap potensi bahaya cuaca ekstrim di Kota Medan, total luas bahaya

cuaca ekstrim di Kota Medan secara keseluruhan adalah seluas 28.312,31

Ha dan berada pada kelas Tinggi. Dari total luas bahaya tersebut, yang

terdampak cuaca ekstrim hasil analisanya hanya berada pada kelas

sedang seluas 21.125,05 Ha, sedangkan daerah yang terdampak bahaya

cuaca ekstrim pada kelas tinggi seluas 7.187,25 Ha.

Jika dilihat dari sebaran luas bahaya cuaca ekstrim per kecamatan di Kota

Medan yang terdampak, maka disimpulkan bahwa tidak ada kecamatan

yang memiliki luas bahaya cuaca ekstrim pada kelas rendah. Pada kelas

sedang, luas tertinggi bahaya cuaca ekstrim adalah Kecamatan Medan

Marelan dengan luas 1.795,37 Ha. Sedangkan luas tertinggi untuk kelas

tinggi adalah Kecamatan Medan Labuhan dengan luas 2.094,79 Ha.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:
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Gambar 2.14.
Peta Risiko Cuaca Ekstrim di Kota Medan

e. Bahaya Gempa Bumi

Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan

bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif,
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aktivitas gunungapi atau runtuhan batuan. Dari penjelasan bencana

gempa bumi tersebut, maka pengkajian untuk bahaya gempa bumi dilihat

berdasarkan parameter-parameter sebagai tolok ukur penghitungan

sebagai berikut. (a) Kelas topografi (b) Intensitas guncangan di batuan

dasar, dan (c) Intensitas guncangan di permukaan.

Berdasarkan hasil kajian analisis yang disusun oleh BPBD di dalam

Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Medan 2022-2027, hasil kajian

terhadap potensi bahaya gempa bumi di Kota Medan, potensi luas bahaya

gempa bumi di Kota Medan secara keseluruhan adalah 23.312,31 Ha dan

berada pada kelas Sedang. Luas bahaya gempa bumi berdasarkan hasil

kajian bahaya hanya ada di kelas rendah dan sedang. Untuk total kelas

bahaya rendah seluas 21.027,09 Ha dan kelas bahaya sedang seluas

7.285,21 Ha. Jika dilihat dari sebaran luas bahaya gempa bumi per

kecamatan di Kota Medan yang terdampak, maka disimpulkan bahwa

tidak ada kecamatan yang memiliki luas bahaya gempa bumi pada kelas

tinggi. Pada kelas rendah, luas tertinggi bahaya gempa bumi adalah

Kecamatan Medan Belawan dengan luas 3.057,34 Ha. Sedangkan luas

tertinggi untuk kelas sedang adalah Kecamatan Medan Labuhan dengan

luas 1.143,06 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut

ini.
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Gambar 2.15.
Peta Risiko Gempa Bumi di Kota Medan

f. Bahaya Likuifaksi

Likuifikasi adalah fenomena geoteknik yang terjadi ketika material tanah

jenuh dengan air kehilangan kekuatannya secara tiba-tiba akibat
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guncangan gempa bumi atau tekanan yang diberikan pada tanah. Hal ini

terutama terjadi pada material seperti pasir jenuh, lumpur, atau endapan

yang memiliki struktur pori-pori yang longgar dan terisi air.

Ketika guncangan gempa bumi terjadi, tanah yang jenuh air dapat

mengalami peningkatan tekanan pori akibat getaran. Tekanan pori ini

menyebabkan gaya gesekan antar partikel tanah berkurang, sehingga

tanah kehilangan kekuatan dan perilakunya berubah menjadi cairan yang

mengalir. Efek ini disebut sebagai likuifikasi.

Dalam keadaan likuifikasi, tanah yang semula padat dan stabil berubah

menjadi cairan yang tidak mampu menahan beban atau tekanan.

Likuifikasi dapat menyebabkan tanah dan struktur di atasnya, seperti

bangunan, jembatan, atau infrastruktur lainnya, menjadi tidak stabil atau

terjerembab. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan dan

bahkan kecelakaan.

Berdasarkan hasil kajian analisis yang disusun oleh BPBD didalam

Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Medan 2022-2027, hasil kajian

terhadap potensi bahaya likuifaksi di Kota Medan, Total luas bahaya

likuifaksi di Kota Medan secara keseluruhan adalah 17.345,55 Ha dan

berada pada kelas Sedang. Luas bahaya likuifaksi berdasarkan hasil

kajian bahaya hanya ada di kelas rendah dan sedang. Untuk total kelas

bahaya rendah seluas 7185,63 Ha dan kelas bahaya sedang seluas

10.159,92 Ha. Jika dilihat dari sebaran luas bahaya likuifaksi per

kecamatan di Kota Medan yang terdampak, maka disimpulkan bahwa

tidak ada kecamatan yang memiliki luas bahaya likuifaksi pada kelas

tinggi. Pada kelas rendah, luas tertinggi bahaya likuifaksi adalah

Kecamatan Medan Labuhan dengan luas 3.017,98 Ha. Sedangkan luas

tertinggi untuk kelas sedang adalah Kecamatan Medan Deli dengan luas

1.556,11 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.
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Gambar 2.16.
Peta Risiko Likuifaksi di Kota Medan

g. Bahaya Tsunami

Tsunami merupakan bencana dengan karakter fast-onset disaster atau

jenis bencana dengan proses yang cepat. Tsunami menjadi salah satu
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ancaman bencana untuk banyak wilayah pesisir di Indonesia, seperti hal

nya Kota Medan yang juga memiliki pesisir. Bencana ini umumnya

dipicu oleh terjadinya gempa bumi di laut yang menyebabkan pergeseran

secara vertikal di dasar laut. Analisis ancaman tsunami dimaksudkan

untuk mengetahui karakter tsunami yang mungkin telah terjadi atau akan

terjadi dengan mempertimbangkan mekanisme sumber, lokasi, penjalaran

gelombang, perambatan gelombang tsunami serta ketinggian genangan

tsunami.

Berdasarkan hasil kajian analisis yang disusun oleh BPBD di dalam

Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Medan 2022-2027, hasil kajian

terhadap potensi bahaya tsunami di Kota Medan, Potensi luas bahaya

tsunami dari tabel di atas merupakan luasan kecamatan di Kota Medan

yang memiliki kondisi rawan terhadap bencana tsunami berdasarkan

kajian bahaya tsunami. Potensi luas bahaya tsunami di Kota Medan

secara keseluruhan adalah 8,98 Ha dan berada pada kelas Rendah yang

tersebar di wilayah pesisir di Kecamatan Belawan dan Medan Labuhan di

Kota Medan. Jika dilihat dari luas bahaya tsunami tertinggi pada kelas

rendah adalah Kecamatan Medan Belawan seluas 8,71 Ha. Untuk lebih

jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.
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Gambar 2.17.
Peta Risiko Tsunami di Kota Medan

h. Rawan kejadian luar biasa bidang kesehatan (pada penyakit menular)

Daerah rawan kejadian luar biasa penyakit menular di kota Medan

berdasarkan atas kejadian seperti kasus penyakit menular Covid-19
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sampai dengan 22 Agustus 2021, Kota Medan masih merupakan zona

merah dengan kasus terkonfirmasi sebanyak 40.065 orang dengan rincian

29.160 orang sembuh, meninggal 793 orang dan selebihnya sedang

dalam perawatan. Jumlah pasien positif covid mengalami peningkatan di

Kota Medan, disebabkan rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat

terhadap penerapan protokol kesehatan dan belum optimalnya upaya

tracing atau penemuan kasus Covid-19 dimana seharusnya target adalah

1 : 15. Satu orang terkonfirmasi positif Covid-19 maka 15 orang terdekat

yang kontak langsung harus di tracing.

2.1.2. Kondisi Demografis

Penduduk, tempat, dan pemerintahan merupakan elemen-elemen utama

yang saling terkait dalam membentuk sebuah wilayah. Dari ketiganya,

kependudukan memainkan peran yang paling penting dalam membentuk

gambaran suatu wilayah, karena penduduk merupakan objek utama dari sebuah

wilayah yang selalu mengalami perkembangan yang dinamis dari waktu ke waktu.

Dalam membangun kependudukan, penting untuk mempertimbangkan kelestarian

sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup agar mobilitas dan penyebaran

penduduk dapat dicapai secara optimal. Mobilitas dan penyebaran penduduk yang

optimal tergantung pada keseimbangan antara jumlah penduduk dan kapasitas

lingkungan untuk menampung mereka. Jika penyebaran penduduk tidak didukung

oleh kapasitas lingkungan yang mencukupi atau oleh pembangunan yang sesuai,

maka akan timbul masalah sosial yang kompleks, baik bagi penduduk maupun

bagi lingkungan.

Lebih lanjut, kondisi dan dinamika demografis Kota Medan dideskripsikan

berdasarkan jumlah penduduk, pertumbuhan dan kepadatan penduduk Kota

Medan Tahun 2018-2022 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel dan gambar

berikut.

Tabel 2.6.
Jumlah, Laju Pertumbuhan, dan Kepadatan Penduduk Kota Medan Tahun

2018-2022

Tahun
Jumlah

Penduduk
(jiwa)

Laju Pertumbuhan
Penduduk (%)

Luas Wilayah
(km2)

Kepadatan Penduduk
(jiwa/km2)
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Tahun
Jumlah

Penduduk
(jiwa)

Laju Pertumbuhan
Penduduk (%)

Luas Wilayah
(km2)

Kepadatan Penduduk
(jiwa/km2)

2018 2.264.145 0,74 265,10 8.540,72
2019 2.279.894 0,70 265,10 8.600,13
2020 2.437.272 6,90 265,10 9.193,78
2021 2.460.858 0,97 265,10 9.282,75
2022 2.494.512 1,37 281,99 8.846,10

Sumber :Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan

Berdasarkan Tabel di atas bahwa jumlah penduduk Kota Medan

mengalami peningkatan dari 2.264.145 jiwa pada tahun 2018 menjadi 2.494.512

jiwa pada tahun 2022. Laju pertumbuhan penduduk Kota Medan pada tahun 2020

sangat tinggi dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 laju pertumbuhan

sebesar 6,9 persen, namun tahun berikutnya laju pertumbuhan penduduk semakin

melambat hingga pada tahun 2022 mencapai 1,37 persen. Luas wilayah Kota

Medan tidak mengalami perubahan, yakni sebesar 265,1 km2 hingga tahun 2021.

Pada tahun 2022 luas wilayah Kota Medan tercatat menjadi sebesar 281,99 km2.

Perubahan perhitungan ini terjadi karena koreksi tata ruang. Peningkatan jumlah

penduduk di Kota Medan disebabkan oleh peningkatan fertilitas atau pertumbuhan

penduduk alami, yang mengakibatkan Laju Pertambahan Penduduk (LPP) juga

meningkat. Meskipun begitu, dengan jumlah penduduk yang masih cukup besar

yaitu sekitar 2.494.512 jiwa pada tahun 2022.

Tingkat kepadatan penduduk Kota Medan terus bertambah sejalan dengan

laju pertumbuhan penduduk dengan luas lahan secara administrasi wilayah

bertambah. Tingkat kepadatan tertinggi pada tahun 2022 berada di Kecamatan

Medan Area sebesar 28.482 jiwa/km2, diikuti oleh Kecamatan Medan Perjuangan

sebesar 23.020 jiwa/km2 dan Kecamatan Medan Tembung sebesar 18.748

jiwa/km2.

Tabel 2.7.
Kepadatan Penduduk Kota Medan Tahun 2022

No Kecamatan Luas (km2)
Jumlah Penduduk

(jiwa)
Kepadatan
penduduk
(jiwa/km2)Laki-Laki Perempuan

1 Medan Tuntungan 2.515,90 49.864 50.336 39,83
2 Medan Johor 1.672,81 78.382 78.575 93,83
3 Medan Amplas 1.065,05 65.941 66.517 124,37
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No Kecamatan Luas (km2)
Jumlah Penduduk

(jiwa)
Kepadatan
penduduk
(jiwa/km2)Laki-Laki Perempuan

4 Medan Denai 936,53 87.783 86.961 186,59
5 Medan Area 424,09 59.873 60.915 284,82
6 Medan Kota 574,70 42.195 44.543 150,93
7 Medan Maimun 302,08 25.021 26.045 169,05
8 Medan Polonia 877,18 30.484 30.572 69,60
9 Medan Baru 542,89 17.553 19.128 67,57
10 Medan Selayang 1.644,75 51.167 52.392 62,96
11 Medan Sunggal 1.326,38 65.303 66.438 99,32
12 Medan Helvetia 1.305,49 83.301 84.986 128,91
13 Medan Petisah 528,02 35.517 38.048 139,32
14 Medan Barat 633,50 45.406 46.615 145,26
15 Medan Timur 889,41 57.878 60.130 132,68
16 Medan Perjuangan 453,66 51.933 53.447 232,29
17 Medan Tembung 785,21 73.790 74.556 188,93
18 Medan Deli 1.883,11 97.746 95.187 102,45
19 Medan Labuhan 3.508,71 69.563 68.300 39,29
20 Medan Marelan 3.003,01 96.757 94.183 63,58
21 Medan Belawan 3.326,99 56.856 54.325 33,42

Total 28.199,47
1.242.313 1.252.199

2.554,99
2.494.512

Sumber :Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan
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Gambar 2.18.
Peta Distribusi Kepadatan Penduduk Kota Medan

Gambaran tingkat kepadatan penduduk tersebut di atas sebetulnya masih

lebih rendah jika dibandingkan apabila dilihat dari luas lahan terbangun di

wilayah Kota Medan. Berdasarkan hasil Studi Analisis Penyebaran Penduduk
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Berdasarkan Struktur dan Pola Ruang Wilayah pada tahun 2012, bahwasanya

beberapa kelurahan di Kota Medan memiliki tingkat kepadatan sangat tinggi yaitu

sebesar 279 jiwa/km2 di Kecamatan Medan Area yang tersebar di Kelurahan

Tegal Sari I, Tegal Sari II, Tegal Sari III, Suka Ramai I, Kota Matsum I, Kota

Matsum II, dan Kota Matsum IV. Kemudian disusul oleh Kecamatan Medan

Belawan, yang tersebar di Kelurahan Belawan Bahagia, Belawan Bahari, Belawan

I, Belawan II, dan Bagan Deli. Di Kecamatan Medan Johor, perkampungan

kepadatan sangat tinggi tersebar di Kelurahan Kwala Bekala, Sukamaju, dan Titi

Kuning. Di Medan Amplas perkampungan kepadatan tinggi tersebar di dua

Kelurahan yaitu Kelurahan Medan Amplas dan Timbang Deli. Di Kecamatan

Medan Denai tersebar di Kelurahan Binjai, Tegal Sari Mandala I, Tegal Sari

Mandala II, dan Tegal Sari Mandala I. Di Kecamatan Medan Kota tersebar di

Kelurahan Mesjid dan Kota Matsum III. Di Kecamatan Medan Maimun tersebar

di Kelurahan Sukaraja, Jati, Hamdan, dan Aur. Di Kecamatan Medan Polonia

hanya di Kelurahan Madras Hulu. Di Kecamatan Medan Baru tersebar di

Kelurahan Titi Rantai, Padang Bulan, Merdeka, Darat, dan Petisah Hulu. Di

Kecamatan Medan Selayang tersebar di Kelurahan Beringin, PB Selayang I, dan

PB Selayang II. Di Kecamatan Medan Sunggal tersebar di Kelurahan Sunggal,

Simpang Tanjung, dan Lalang. Di Kecamatan Medan Helvetia tersebar di

Kelurahan Cinta Damai, Dwikora, dan Helvetia Timur. Di Kecamatan Medan

Petisan tersebar di Kelurahan Petisah Tengah, Sei Putih Timur I, dan Sei Putih

Timur II. Di Kecamatan Medan Barat tersebar di Kelurahan Karang Berombak

dan Pulo Brayan Kota. Di Kecamatan Medan Timur tersebar di Kelurahan Gaharu

dan Pulo Brayan Darat II. Di Kecamatan Medan Deli hanya di Kelurahan Tanjung

Mulia Hilir. Di Kecamatan Medan Labuhan hanya di Kelurahan Sei Mati.

Selanjutnya tingkat kepadatan tinggi sebesar 208 Jiwa/Ha tersebar pada

hampir semua kecamatan di Kota Medan. Hanya beberapa kelurahan yang tidak

ada kawasan permukiman dengan kepadatan tinggi, misalnya Kelurahan Lau Cih

dan Simalingkar B (Kecamatan Medan Tuntungan), Kelurahan Tegal Sari I, Tegal

Sari III, dan Kota Matsum I (Kecamatan Medan Area), Kelurahan Jati

(Kecamatan Medan Maimun), dan Kelurahan Angrung (Kecamatan Medan

Polonia). Untuk sebaran kawasan permukiman dengan tingkat kepadatan sebesar
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71 Jiwa/Ha relatif merata pada kecamatan di Kota Medan. Ada beberapa

kecamatan di Kota Medan yang sebaran tipe perkampungan ini sangat sedikit

(Kecamatan Denai, Medan Kota, Medan Maimun, Medan Polonia, Medan Baru,

Medan Petisah, Medan Barat, Medan Timur, dll) bahkan tidak ada (Kecamatan

Medan Area). Umumnya kecamatan tersebut adalah kecamatan yang berada pada

inti kota Medan. Terakhir untuk kawasan permukiman dengan tingkat kepadatan

rendah sebesar 57 Jiwa/Ha sebagian besar terkonsentrasi di daerah (kecamatan)

pinggiran Kota Medan. Hanya di Kecamatan Belawan yang tidak ada kelurahan

dengan perkampungan kepadatan rendah.

Hal yang paling penting dalam dimensi kependudukan ini adalah

bagaimana Kota Medan dapat memanfaatkan periode bonus demografi secara

optimal pada masa datang. Salah satu gambaran demografi yang kerap dianalisis

yang dapat dijadikan sebagai dasar perencanaan wilayah adalah struktur

kependudukan berdasarkan komposisi umur penduduk. Sejalan dengan teori

demografi yang menyatakan bahwa semakin tua kelompok umur penduduk, maka

rasio jenis kelaminnya akan semakin mengecil, karena jumlah penduduk laki-laki

semakin tua umumnya akan semakin banyak berkurang dibandingkan dengan

jumlah penduduk perempuan yang lebih mampu untuk dapat bertahan hidup,

selain itu faktor hormonal dan gaya hidup sangat berpengaruh. Adapun komposisi

umur penduduk Kota Medan Tahun 2022 dapat diuraikan pada Tabel dan Gambar

berikut ini

Tabel 2.8.
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kota Medan Tahun 2022

Umur Komposisi Penduduk Persen
0 - 4 202.591 8,12
5 - 9 195.350 7,83

10 – 14 188.141 7,54
15 – 19 190.263 7,63
20 – 24 198.529 7,96
25 – 29 208.708 8,37
30 – 34 207.132 8,30
35 – 39 201.891 8,09
40 – 44 189.277 7,59
45 – 49 175.008 7,02
50 – 54 151.565 6,08
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Umur Komposisi Penduduk Persen
55 – 59 123.492 4,95
60 – 64 97.039 3,89
65 – 69 73.242 2,94
70 – 74 48.124 1,93
>75 44.160 1,77

Jumlah 2.494.512 100,00
Sumber :Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan

Berdasarkan Tabel di atas apabila ditinjau berdasarkan kelompok umur,

maka penduduk Kota Medan tahun 2022 paling banyak berumur 25-29 tahun

yaitu 208.708 jiwa atau sebanyak 8,37 persen, kemudian dengan kelompok umur

30-34 tahun sebanyak 207.132 jiwa atau sebanyak 8,30 persen, kemudian

kelompok umur 0-4 tahun sebanyak 202.591 jiwa atau sebanyak 8,12 persen.

Kelompok usia penduduk dengan jumlah paling sedikit berada pada rentang usia

lebih dari 75 tahun sebanyak 44.160 jiwa atau 1,77 persen populasi Kota Medan,

diikuti oleh penduduk berusia 70-74 sebanyak 48.124 jiwa atau 1,93 persen, dan

penduduk pada kelompok usia 65-69 tahun sebanyak 73.242 jiwa atau 2,94 persen.

Komposisi penduduk menurut kelompok umur pada tahun 2022 menunjukkan

adanya kecenderungan pola Angkatan kerja yang ditandai dengan meningkatnya

proporsi penduduk usia kerja. Perbedaan struktur umur akan menimbulkan pula

perbedaan dalam aspek sosial ekonomi seperti masalah angkatan kerja,

pertumbuhan penduduk, dan masalah pendidikan. Sejalan dengan peningkatan

derajat kesehatan masyarakat, akan meningkatkan pula usia harapan hidup,

sehingga peningkatan jumlah penduduk usia dewasa yang makin besar menuntut

kebijakan-kebijakan yang serasi dan sesuai dengan perubahan tersebut. Hal ini

juga menjadi suatu tantangan agar penduduk usia dewasa yang potensial bisa

dimanfaatkan sesuai dengan pengetahuan dan pengalamannya.

Penduduk berusia kurang dari 25 tahun cukup besar, yaitu sebanyak 39,08

persen populasi atau sebanyak 974.874 jiwa. Kondisi ini perlu menjadi perhatian

karena dalam 5 tahun mendatang kelompok ini akan bergabung menjadi tenaga

kerja baru yang membutuhkan kualitas dan keterampilan SDM yang memadai.

Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan asupan gizi yang cukup,

pendidikan yang memadai, dan lingkungan pergaulan yang baik, baik di rumah

maupun di masyarakat, agar mereka dapat mempersiapkan diri dengan baik dan
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memperoleh peluang kerja yang tersedia ketika mereka memasuki pasar kerja..

Di sisi yang lain, Pemerintah Kota Medan harus mampu pula menciptakan

pasar kerja yang dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi. Jika dicermati

lebih lanjut, ternyata 8,12% penduduk Kota Medan merupakan balita. Kondisi ini

menuntut perhatian Pemerintah Kota Medan dalam penanganan penduduk balita

terutama dari segi kesehatan dan investasi bidang pendidikan.

Penduduk yang masuk ke dalam kelompok usia tersebut adalah orang yang

lahir pada tahun 1990-an yang mulai mencapai usia tersebut, ditambah dengan

orang-orang yang bermigrasi ke Kota Medan. Kelompok lansia, yaitu orang yang

berusia 60 tahun ke atas, masih memiliki proporsi yang kecil sebesar 10,53 persen.

Akan tetapi, proporsi ini diperkirakan akan terus meningkat di masa depan karena

pergeseran usia penduduk dan peningkatan usia harapan hidup. Pertambahan

jumlah penduduk lansia harus dipersiapkan sejak sekarang karena kelompok ini

akan terus bertambah besar di masa depan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan

dalam hal ketenagakerjaan, kesehatan, pelayanan lansia, dan kebutuhan sosial

dasar lainnya.

Proporsi penduduk menurut kelompok umur berdasarkan jenis kelamin

dapat dilihat pada gambar berikut;

Gambar 2.19.
Penduduk Berdasdarkan Jenis Kelamin Menurut Kelompok Umur Tahun

2022
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Gambar tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan penduduk Kota

Medan didominasi oleh perempuan sebanyak 1.252.199 orang atau sebesar 50,20

persen populasi Kota Medan, sementara laki-laki sebanyak 1.242.313 atau sebesar

49,80 persen populasi Kota Medan. Meskipun demikian, proporsi populasi Kota

Medan berdasarkan gender relatif seta. Gambar tersebut juga menunjukkan bahwa

pada rentang usia 0-34 tahun penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan

perempuan, sementara pada rentang usia 35 tahun ke atas didominasi oleh

penduduk perempuan.

2.1.3. Potensi Sumber Daya

1. Perwujudan Kawasan Budidaya

Program pengembangan kawasan budidaya terdiri dari pengembangan

kawasan perumahan; kawasan komersial (perdagangan, jasa, pemerintahan

dan bangunan umum); kawasan perindustrian; kawasan khusus (pelabuhan,

militer, Pertamina, PLN), fasilitas sosial dan umum, pertanian.

2. Kawasan Strategis Kota Medan

Pembangunan kawasan strategis memiliki manfaat sebagai pendorong utama

pertumbuhan kota, seperti pembangunan kawasan industri, pembangunan

kawasan pusat kota, pengembangan pusat pemerintahan dan pembangunan

kawasan wisata. Kawasan strategis kota adalah kawasan yang penataan

ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam

lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan / atau lingkungan, dan

pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi. Kawasan Strategis

terdiri dari kawasan strategis bidang ekonomi, masih ada bidang sosial

budaya dan lingkungan. Kawasan Strategis Kota (KSK) Medan

mengutamakan dua fokus wilayah, yakni:

a. KSK Pusat Kegiatan Primer dengan sudut kepentingan ekonomi skala

kota dan regional ditetapkan pada 7 kecamatan, meliputi Kecamatan

Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Baru, Medan Petisah, Medan

Barat, Medan Timur, dan Medan Kota

b. KSK Kawasan Utara dengan sudut kepentingan ekonomi berbasis

industri teknologi tinggi ditetapkan pada 2 kecamatan, yakni Kecamatan

Medan Belawan dan Medan Labuhan.
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2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri atas dua fokus yakni fokus

kesejahteraan dan pemerataan ekonomi serta fokus kesejahteraan sosial.

2.2.1. Pertumbuhan PDRB

Dalam Kota Medan, pertumbuhan ekonomi dapat diamati dari nilai Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB) yang mengalami peningkatan dari waktu ke

waktu, diukur melalui dua jenis pendekatan harga, yaitu harga berlaku dan harga

konstan. Distribusi PDRB menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian

suatu daerah dengan sektor-sektor yang memiliki peran besar menjadi basis utama

perekonomian. Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk

mengukur Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) secara keseluruhan maupun sektoral

dari tahun ke tahun. Nilai PDRB yang tinggi mengindikasikan sumber daya

ekonomi yang besar. Untuk memahami kinerja perekonomian Kota Medan dapat

dilihat melalui PDRB Kota Medan Atas Dasar Harga Konstan dan Atas Dasar

Harga Berlaku..

PDRB ADHB Kota Medan mengalami peningkatan selama tahun 2018-

2022 dari Rp 241 Triliun pada tahun 2018 menjadi 280 Triliun pada tahun 2022.

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

menyumbang PDRB ADHB terbesar di Kota Medan sebesar Rp 73,5 Triliun pada

tahun 2022 dan merupakan penyumbang terbesar selama 5 tahun berturut-turut,

kemudian diikuti oleh Sektor Konstruksi dengan PDRB sebesar Rp 53 Triliun,

Sektor Industri Pengolahan sebesar Rp 39,7 Triliun, dan Sektor Real Estate

sebesar Rp 25,3 Triliun.

PDRB ADHK Kota Medan juga mengalami peningkatan selama 5 tahun

dari Rp 148 triliun pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp 165 triliun pada tahun

2020. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

menyumbang PDRB ADHK terbesar di Kota Medan sebesar Rp 43,6 triliun,

diikuti oleh Sektor Konstruksi menyumbang PDRB sebesar Rp 31,8 triliun, Sektor

Industri Pengolahan sebesar Rp 21,4 triliun, dan Sektor Informasi dan

Komunikasi sebesar Rp 13,2 triliun.

PDRB Atas Dasar Harga Konstan dan Atas Dasar Harga Berlaku selama

tahun 2018-2022 dapat dilihat pada Tabel berikut:
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Tabel 2.9.
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)

Lapangan Usaha 2018 2019 2020 2021 2022
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 2.714,27 2.692,10 2.695,30 2.502,90 2.675,75
Pertambangan dan Penggalian 0,10 2,40 2,40 2,50 2,68
Industri Pengolahan 32.497,42 34.414,50 34.186,40 36.233,50 39.700,11
Pengadaan Listrik dan Gas 211,14 221,60 233,50 249,50 265,10
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 435,60 457,90 489,60 507,70 528,47
Konstruksi 42.986,70 46.722,90 45.610,70 49.099,90 53.504,94
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 55.538,09 61.710,10 62.278,30 66.287,20 73.541,91
Transportasi dan Pergudangan 14.012,11 15.395,30 14.136,30 14.121,00 16.446,01
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 6.730,28 7.351,20 6.619,80 6.544,30 7.454,45
Informasi dan Komunikasi 11.403,89 12.442,80 13.604,90 14.537,50 16.343,84
Jasa Keuangan dan Asuransi 14.266,85 14.668,10 14.547,50 15.529,50 16.856,17
Real Estate 19.850,14 21.460,00 23.032,90 23.713,70 25.330,01
Jasa Perusahaan 5.758,77 6.463,40 6.721,60 6.986,80 8.107,28
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 4.051,87 4.380,50 4.672,10 4.761,20 4.735,90
Jasa Pendidikan 5.688,75 6.150,10 6.262,50 6.468,60 6.753,01
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 3.741,26 4.119,50 4.221,90 4.254,00 4.598,93
Jasa Lainnya 2.593,72 2.830,00 2.882,50 2.921,60 3.314,46
PDRB 222.483,24 241.482,30 242.198,20 254.721,30 280.159,02
Sumber: BPS Kota Medan 2023
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Tabel 2.10.
PDRB Seri Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)

Lapangan Usaha 2018 2019 2020 2021 2022
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 1.545,15 1.485,90 1.473,30 1.368,50 1.382,73
Pertambangan dan Penggalian 0,08 1,90 1,80 1,90 1,93
Industri Pengolahan 20.853,30 21.728,20 20.967,30 21.013,70 21.473,77
Pengadaan Listrik dan Gas 162,69 169,60 179,60 185,50 191,70
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 262,62 275,70 293,80 304,60 314,43
Konstruksi 29.049,29 31.263,20 29.630,90 31.041,00 31.867,94
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 38.498,26 40.849,50 40.106,90 41.676,30 43.670,04
Transportasi dan Pergudangan 9.131,75 9.693,30 8.476,90 8.250,80 9.213,51
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 3.782,24 4.081,70 3.662,10 3.609,70 4.000,89
Informasi dan Komunikasi 9.762,88 10.633,70 11.594,00 12.385,50 13.530,97
Jasa Keuangan dan Asuransi 9.147,86 9.337,90 9.429,20 9.770,40 10.024,15
Real Estate 11.567,80 12.168,20 12.710,10 12.728,90 13.269,61
Jasa Perusahaan 3.516,24 3.722,60 3.640,20 3.630,60 4.025,24
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 2.457,69 2.622,80 2.696,40 2.748,30 2.726,73
Jasa Pendidikan 4.360,22 4.619,60 4.689,80 4.830,90 5.003,38
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 2.308,29 2.416,30 2.413,40 2.415,70 2.552,29
Jasa Lainnya 1.598,98 1.710,40 1.704,30 1.726,90 1.870,69
PDRB 148.007,14 156.780,60 153.669,80 157.689,20 165.120,00
Sumber : BPS Kota Medan
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Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk mengevaluasi

perkembangan/kemajuan kinerja pembangunan ekonomi di suatu daerah pada

periode tertentu. Tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan aspek strategis makro

ekonomi yang perlu menjadi perhatian penting dalam menjaga kesinambungan

pembangunan. Tujuan utama yang ingin dicapai dalam pembangunan adalah

kesejahteraan rakyat yang seluas-luasnya. Pertumbuhan ekonomi kota yang relatif

baik ini tidak terlepas dari kontribusi masing-masing lapangan usaha pembentuk

PDRB. Pada tahun 2018 Dampak pandemi Covid-19 menyebabkan hampir

seluruh sektor mengalami pertumbuhan negatif kecuali sektor informasi dan

komunikasi, pengadaan air, pengelolaan sampah dan limbah daur ulang, listrik

dan gas, real estate dan administrasi pemerintahan dan jaminan sosial, jasa

pendidikan dan jasa keuangan. Pada tahun berikutnya seluruh sektor mengalami

laju pertumbuhan positif hingga pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar

4,71 hal ini menandakan Program Pemulihan Ekonomi yang dijalankan di Kota

Medan terlaksana dengan baik. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Medan

berdasarkan sektor dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.11.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Medan Tahun 2018-2022 (Persen)

Lapangan Usaha 2018 2019 2020 2021 2022
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 2,23 -3,84 -0,85 -7,11 1,04
Pertambangan dan Penggalian 2,14 -0,66 -1,40 3,32 1,43
Industri Pengolahan 5,03 4,20 -3,50 0,22 2,19
Pengadaan Listrik dan Gas 4,78 4,23 5,91 3,30 3,33
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Daur Ulang 7,98 4,99 6,54 3,68 3,23

Konstruksi 5,45 7,62 -5,22 4,76 2,66
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi
Mobil dan Sepeda Motor 5,97 6,11 -1,82 3,91 4,78

Transportasi dan Pergudangan 6,62 6,15 -12,55 -2,67 11,67
Penyediaan Akomodasi dan Makan
Minum 6,56 7,92 -10,28 -1,43 10,84

Informasi dan Komunikasi 8,71 8,92 9,03 6,83 9,25
Jasa Keuangan dan Asuransi 1,99 2,08 0,98 3,62 2,60
Real Estate 7,35 5,19 4,45 0,15 4,25
Jasa Perusahaan 7,53 5,87 -2,21 -0,26 10,87
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan
dan Jaminan Sosial Wajib 8,57 6,72 2,80 1,93 -0,78



63

RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026

Lapangan Usaha 2018 2019 2020 2021 2022
Jasa Pendidikan 6,22 5,95 1,52 3,01 3,57
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 8,52 4,68 -0,12 0,10 5,65
Jasa Lainnya 7,28 6,97 -0,36 1,32 8,33
PDRB 5,92 5,93 -1,98 2,62 4,71
Sumber: BPS Kota Medan

Kondisi ini menggambarkan bahwa faktor fundamental ekonomi Kota

Medan relatif cukup baik. Walaupun di Tahun 2018-2019 ertumbuhan ekonomi

Kota Medan mengalami perlambatan dari 5,92 persen dan 5,93 persen. Pada tahun

2020 kondisi ini diperburuk oleh Pandemi Covid-19 sehingga laju pertumbuhan

ekonomi Kota Medan mengalami kontraksi menjadi -1,98 persen. Pada tahun

2021 terjadi peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dengan capaian sebesar 2,62

persen dan tahun 2022 juga meningkat mencapai sebesar 4,71 persen. Untuk lebih

jelasnya laju pertumbuhan ekonomi Kota Medan , Sumatera Utara dan Nasional

tahun 2018-2022 divisualisasikan pada gambar berikut:

Gambar 2.20.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Sumatera Utara, dan Kota

Medan

Selama periode 2018-2019, pertumbuhan ekonomi Kota Medan yang

relatif tinggi, seperti yang telah disajikan sebelumnya, memiliki dampak positif

pada sektor riil, yang ditandai dengan peningkatan produksi barang dan jasa serta
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peningkatan lapangan kerja yang lebih luas. Namun, situasi ini berkontradiksi

dengan kondisi pada tahun 2020, di mana pandemi Covid-19 telah

menghancurkan perekonomian secara keseluruhan, menyebabkan peningkatan

angka pengangguran, kemiskinan, dan penurunan daya beli masyarakat. Untuk

mendorong pertumbuhan ekonomi pasca-Covid-19, diperlukan upaya yang

komprehensif dari semua pihak yang terlibat dalam pembangunan Kota Medan

dengan merumuskan strategi bersama.

Tentunya, ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah untuk terus

berupaya semaksimal mungkin dalam membangun ekonomi Kota Medan ke arah

yang lebih baik di masa depan. Tidak bisa dimungkiri bahwa pencapaian kinerja

ekonomi sebagaimana telah dijelaskan di atas sangat tergantung pada peran aktif

Pemerintah Daerah dan semua pihak terkait dalam menjalankan pemerintahan

daerah melalui berbagai kebijakan, program, dan kegiatan yang efektif dalam

mengelola ekonomi daerah. Tantangannya adalah bahwa meskipun pertumbuhan

ekonomi yang dinamis, namun belum mampu menciptakan kesempatan kerja baru

yang lebih besar untuk mengurangi tingkat pengangguran. Selain itu, perlu dicatat

bahwa kesempatan kerja baru yang didorong oleh pertumbuhan ekonomi tidak

sepenuhnya diisi oleh tenaga kerja lokal, karena secara nyata banyak diisi oleh

tenaga kerja dari luar daerah, terutama di sektor konstruksi dan perhotelan. Oleh

karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih mendukung masuknya tenaga kerja

lokal ke dalam pasar kerja.

2.2.2. Struktur Ekonomi

Struktur PDRB Kota Medan menggambarkan kontribusi masing-masing

lapangan usaha terhadap PDRB Kota Medan. Salah satu yang perlu mendapat

perhatian adalah kecenderungan meningkatnya kontribusi sektor jasa-jasa

terhadap PDRB karena sektor ini cenderung menumbuhkan lapangan kerja secara

masif di samping produktivitasnya yang juga cenderung tinggi, sehingga dapat

meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perlu

kebijakan untuk dapat mengoptimalkan kontribusi sektor ini terhadap

pembentukan PDRB pada masa datang. Struktur PDRB Kota Medan menurut

lapangan usaha dan Atas Dasar Harga Berlaku selama tahun 2018 – 2022 dapat

dilihat pada tabel berikut ini:
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Tabel 2.12.
Struktur Produk Domestik Regional Bruto Kota Medan Menurut Lapangan

Usaha ADHB Tahun 2018 – 2022 (Persen)

No Lapangan Usaha 2018 2019 2020 2021 2022
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1,22 1,11 1,11 0,98 0,96
B Pertambangan dan Penggalian 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C Industri Pengolahan 14,61 14,25 14,12 14,22 14,17
D Pengadaan Listrik dan Gas 0,09 0,09 0,10 0,10 0,90

E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Daur Ulang 0,20 0,19 0,20 0,20 0,19

F Konstruksi 19,32 19,35 18,83 19,28 19,10

G
Perdagangan Besar dan
Eceran; Reparasi Mobil
dan Sepeda Motor

24,96 25,55
25,71

26,02
26,25

H Transportasi dan Pergudangan 6,30 6,38 5,84 5,54 5,87

I
Penyediaan Akomodasi
dan Makan Minum

3,03 3,04 2,73 2,57 2,66

J Informasi dan Komunikasi 5,13 5,15 5,62 5,71 5,83
K Jasa Keuangan dan Asuransi 6,41 6,07 6,01 6,10 6,02
L Real Estate 8,92 8,89 9,51 9,31 9,04
MN Jasa Perusahaan 2,59 2,68 2,78 2,74 2,89

O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan
dan Jaminan Sosial Wajib 1,82 1,81 1,93 1,87 1,69

P Jasa Pendidikan 2,56 2,55 2,59 2,54 2,41
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1,68 1,71 1,74 1,67 1,64

RSTU Jasa lainnya 1,17 1,17 1,19 1,15 1,18
Distribusi PDRB 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Sumber: BPS Kota Medan

2.2.3. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima

oleh setiap penduduk sebagai keikutsertaannya dalam proses produksi barang dan

jasa selama satu periode. Indikator ini digunakan sebagai salah satu parameter

untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat, namun demikian parameter ini

belum sepenuhnya dapat digunakan sebagai ukuran tingkat kesejahteraan secara

menyeluruh. PDRB Kota Medan per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas

Dasar Harga Konstan selama tahun 2018 - 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut

ini.
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Tabel 2.13.
PDRB Per Kapita Kota Medan Menurut Harga Berlaku dan Konstan Tahun

2018 - 2022

Tahun
PDRB Per Kapita (Jutaan Rupiah) Perubahan (Persen)
Berlaku Konstan Berlaku Konstan

2018 98,26 65,37 8,77 5,13
2019 105,92 68,77 7,79 5,20
2020 99,80 63,32 -5,78 -7,92
2021 103,51 64,08 3,72 1,20
2022 112,31 66,19 8,50 3,30
Sumber: BPS Kota Medan.

PDRB per kapita atau pendapatan per individu adalah salah satu ukuran

yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara

keseluruhan. PDRB per kapita berdasarkan harga berlaku pada tahun 2022

menunjukkan peningkatan yang lebih besar dibandingkan dengan PDRB per

kapita berdasarkan harga konstan. Pada tahun 2022, PDRB per kapita Atas Dasar

Harga Berlaku mencapai 112,31 juta rupiah, menunjukkan peningkatan

dibandingkan tahun 2021. Sementara itu, PDRB per kapita Atas Dasar Harga

Konstan Kota Medan pada tahun 2022 mencapai 66,19 juta rupiah, mengalami

peningkatan sebesar 3,3 persen. Peningkatan PDRB per kapita ini diharapkan

dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan kesejahteraan mereka. Oleh karena

itu, perlu diperhatikan distribusi pendapatan agar lebih merata dan adil.

2.2.4. Laju Inflasi

Indikator lain yang sangat penting dalam menentukan kondisi dan

stabilitas perekonomian daerah adalah inflasi. Inflasi selain berkaitan dengan

interaksi antara penawaran dan permintaan, juga tidak lepas dari faktor-faktor

lainnya seperti tata-niaga dan kelancaran distribusi barang dan jasa, serta peran

kebijakan pemerintah di bidang moneter. Inflasi dalam arti sempit adalah

peningkatan harga barang dan jasa kebutuhan dasar masyarakat secara rata-rata.

Adapun inflasi Kota Medan selama periode tahun 2018 - 2022 dapat diuraikan

pada Tabel berikut:

Tabel 2.14.
Inflasi Kota Medan Menurut Komoditi Tahun 2018-2022 (Persen)

No Kelompok Pengeluaran 2018 2019 2020 2021 2022
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RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026

No Kelompok Pengeluaran 2018 2019 2020 2021 2022
1 Bahan Makanan -4,64 3,79 1,89 1,70 2,95
2 Makanan Jadi, Minuman/ Rokok dan Tembakau 3,65 2,55 3,49 1,82 4,5
3 Perumahan, air, listrik, Gas, dan Bahan bakar 2,64 1,47 0,01 0,95 1,19
4 Sandang 1,20 5,47 1,64 3,63 5,38
5 Kesehatan 3,20 2,62 2,26 0,94 1,19
6 Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga 1,28 1,43 0,08 0,5 0,55
7 Transportasi dan Komunikasi 3,69 1,29 -1,45 2,56 1,90

Inflasi Kota Medan 1,00 2,43 1,76 1,70 6,10
Sumber: BPS Kota Medan

Inflasi tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi tahun 2021

dikarenakan dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan daya beli.

Selama tahun 2022 Tiga besar kelompok yang mengalami inflasi tertinggi adalah

kelompok sandang sebesar 5,38 persen, kelompok makanan, minuman, dan

tembakau sebesar 4,5 persen. Sedangkan yang mengalami inflasi rendah

kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga sebesar 0,55 persen. Kenaikan harga

Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi salah satu faktor kenaikan inflasi karena

pengaruhnya terhadap biaya produksi dan distribusi barang. Kenaikan BBM

memicu efek domino di mana perusahaan akan meningkatkan harga produk untuk

mengimbangi kenaikan biaya sehingga akan berdampak pada kenaikan biaya

hidup masyarakat. Perbandingan inflasi Kota Medan, Sumatera Utara, dan

Nasional dapat dilihat pada Gambar berikut:

Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 2.21.
Perbandingan Inflasi Kota Medan, Sumatera Utara, dan Nasional Tahun

2018-2022
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